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ABSTRAKSI

Dalam era yang semakin maju, perkembangan dunia ilmu
pengetahuan dan tekhnologi juga turut berkembang. Dalam ikut
menyiasati perkembangan jaman, maka Bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang sedang berkembang harus mampu menggalakkan sarana-
sarana pendukungnya. Antara lain ‘buku’ sebagai bahan bacaan dan
sumber informasi utama yang paling mudah diperoleh.

Sebagai jendela dunia, buku memegang peranan pokok dalam
ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu perlu pengadaan
buku-buku yvang baik dan bermutu, yaitu buku yang dapat membuat
pembacanya menjadi lebih baik setelah membaca buku tersebut.

Proses pembuatan sebuah buku dari mulai penciptaan sampai
beredar di masyarakat memeriukan proses yang rumit serta waktu yang
panjang. Dari mulai proses karya yang dilakukan oleh pengarang sampai
proses edit, penyuntingan, pencetakan dan pemasaran yang dikelola
oleh penerbit. Semua proses tersebut harus dikelola secara profesional,
sehingga sulit jika harus ditangani secara pribadi oleh pengarang.

Pengarang yang telah memiliki naskah yang siap cetak akan
menawarkan naskahnya kepada penerbit. Selanjutnya akan diikuti
dengan penandatanganan surat perjanjian penerbitan buku oleh para
pihak. Surat perjanjian penerbitan buku sendiri merupakan surat
perjanjian antara pengarang dan penerbit buku yang memuat
kesepakatan serta hak dan kewajiban para pihak

Di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur

mengenai perjanjian penerbitan buku, baik format maupun isinya.
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Sehingga secara umum masih berpedoman pada Buku ketiga
KUHPerdata tentang perikatan. Selain itu juga mengacu pada UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam prakteknya, perjanjian penerbitan buku berkembang
menjadi suatu perjanjian baku. Yaitu suatu perjanjian yang hampir
seluruh klausul-kiausulnya ditentukan oleh salah satu pihak yang
mempunyai kedudukan hukum lebih kuat, dan pihak lainnya pada
dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi.
Dalam hal ini penerbit berada di pihak yang lebih kuat sedangkan
pengarang berada di pihak yang lemah.

Tiap-tiap penerbitan mempunyai bentuk perjanjian penerbitan
sendiri-sendiri, yang berbeda dengan penerbitan lainnya. Juga mengenai
materi tentang hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya, semua ini
tergantung pada kebijaksanaan penerbitan itu sendiri sekaligus
kemampuan negosiasi masing-masing pihak, Bagi pengarang yang
sudah punya nama dan karyanya menarik maka dia mempunyai
kesempatan lebih luas untuk mempertahankan haknya, sedangkan
untuk pengarang pemula ada kecenderungan untuk menerima begitu
saja klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Karena bagi pengarang
pemula, adalah suatu kebanggaan tersendiri jika bukunya diterbitkan
oleh penerbit dan beredar secara luas di pasaran.

Dalam suatu perjanjian, para pihak selalu menghindari terjadinya
wanprestasi di antara para pihak. Namun, walaupun selalu dihindari
kemungkinan terjadinya wanprestasi tetap seclalu ada. Untuk
mengantisipasinya, maka dalam setiap perjanjian dicantumkan klausula

yang menerangkan bagaimana seandainya sampai terjadi wanprestasi.
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Penyelesaian awal selalu diusahakan untuk menyelesaikan dengan jalan
musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena cara ini adalah cara yang
paling mudah dan juga murah. Namun seandainya tidak dapat
diselesaikan dengan cara musyawarah, maka diusahakan dengan cara
meminta bantuan pihak ketiga/arbiter. Biasanya yang menjadi pihak
ketiga adalah penerbit lain, pengarang lain, atau perwakilan dari
organisasi profesi seperti IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Jika cara
kedua tidak juga membuahkan hasil, maka dengan terpaksa harus
ditempuh alternatif terakhir yaitu dengan cara menyelecsaikannya di
pengadilan, yang biasanya ditentukan di pengadilan tempat kedudukan
penerbit. Cara ini memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak
sedikit, karena itulah kalau memungkinkan kita harus menghindarinya.



